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KATA PENGANTAR

Puji- syukur kami haturkan hanya kepada Allah SWT yang telah

melim 5 !
pahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan

Ak ili S
untabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian
Pen

duduk Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019, dapat dilaksanakan.

Laporan  Akuntabilitas Kinerja

Pengendalian Penduduk Keluarga

Instansi Pemerintah  Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir disusun berdasarkan Peraturan
Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai media untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, sasaran dan tujuan maupun dalam mencapai cita-cita

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Laporan Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah  Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir ini disusun dalam rangka
memenuhi kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam berbagai
ketentuan perundangan terkait dengan bentuk pertanggungjawaban Kepala
Daerah. Berbagai data kinerja disajikan agar dapat dimanfaatkan sebagai

informasi kinerja dan menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan di

masa mendatang.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan Kinerja

juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-
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pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja serta
bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Disamping
itu Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan
dan penataan serta peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Kami menyadari masih banyak kelemahan dalam Penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang harus menjadi
pemicu bagi segenap komponen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk

senantiasa  melakukan perbaikan-perbaikan  secara berkelanjutan

(continuous improvement).

Akhir kata kami berharap semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 ini
dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan
masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam memberikan pelayanan yang

optimal kepada seluruh masyarakat.

Bagansiapiapi, Januari 2020

Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak
Kabupaten Rokan Hilir

Ir. SRI RAHAYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680803 199303 2 005
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LAKIP DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi kependudukan di Indonesia saat ini baik yang menyangkut
jumlah, kualitas maupun persebarannya merupakan tantangan yang sangat
berat yang harus diatasi bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bangsa
Indonesia. Situasi dan kondisi kependudukan yang ada pada saat ini
merupakan fenomena yang memerlukan perhatian penanganan secara
seksama, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Upaya pengendalian
pertumbuhan penduduk yang telah dijalankan selama ini dilakukan melalui
program pengaturan kelahiran atau program Keluarga Berencana (KB).
Selain itu juga dengan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dengan
kebijakan pembangunan bidang lainnya terutama yang berkaitan dengan
kuantitas, kualitas, maupun mobilitas penduduk agar selaras, serasi dan
sinergis.

Program kependudukan dan KB merupakan bagian dari pembanguan
prioritas nasional dan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan
beraagama guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai
dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks
Pembangunan Gender (IPG) serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

Kinerja Instansi Pemerintah selalu diukur setiap tahun untuk
mengetahui efektifitas dan efisiensi Program Organisasi Perangkat Daerah
dalam mewujudkan visi misinya untuk mendukung pencapaian RPJMD
Kabupaten Rokan Hilir. Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Rokan Hilir merupakan upaya mengintegrasikan antara kapasitas

sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab

tuntutan pembangunan lingkungan strategisnya dalam jangka waktu 1 s.d 5

tahun kedepan.
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D' d ¥ "ali
Inas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan 'l
p dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Pemerintah

Kabu i ve
paten Rokan Hilir yang memiliki peran dalam kerangka pencapaian visi
emb: .
pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hilir. Sejalan dengan hal
ter -~ L) .
sebut, Visi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pember . " g
mberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir
adalah:

“Terwujudnya Keluarga Kecil berkualitas, Bahagia,Sejahtera,

berwawasan Gender dan Layak Anak di Kabupaten Rokan Hilir”

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut, maka ditetapkan
Misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir meliputi
Mengendalikan tingkat kelahiran, Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga,
Meningkatkan Kkualitas Advokasi dan KIE, Meningkatkan perlindungan

perempuan dan anak dan Meningkatkan pengarusutamaan gender.

1.2  Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga  Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir merupakan
unsure pelaksana teknis bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang

dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggugjawab kepada Bupati yang secara

teknis administratif mendapat binaan dari sekretaris daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) melaksanakan
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LAKIP DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

tugas pokok mendukung tugas bupati.

Untuk i
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas

P .
engendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Keluarga Sejahtera;
2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Bidang Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, di Lingkup Kabupaten Rokan Hilir;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
di Lingkup Kabupaten Rokan Hilir;
4) Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Sejahtera;
5) pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;

6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya;

1.3  Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11). Susunan

organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri atas;
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

2) Subbagian Keuangan
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LAKIP DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

3) Subbagian Program dan Perencanaan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
1) Seksi Advokasi dan Penggerakan

2) Seksi Penyuluhan dan Pendayaan PLKB
3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
1) Seksi Jaminan Pelayanan Ber KB

2) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber KB
3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan;

1) Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

2) Seksi Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pengembangan Data
3) Seksi Pengembangan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan
Bidang Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak;

1) Seksi Pengembangan dan Pelayanan Perlindungan Anak

2) Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak

3) Seksi Pemetaan dan Pengumpulan Data Anak
g. UPT.

1.4 Landasan Hukum

1.4.1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan
Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);

1.4.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165);

1.4.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
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1.4.4

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

LAKIP DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan
Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4928);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan
Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan
Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

1.4.10Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan

1.4.11

1.4.12

Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut
dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 54);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5332);
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1.4.13Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan
Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
56006);

L.4.14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

1.4.15Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan

dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606);

1.4.16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara

dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
1.4.17 Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
162);

1.4.18Pasal 150 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
1.4.19Instruksi Presiden No.7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;
1.4.20 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang

tahapan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah;

1.4.21Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.29
Tahun 2010;

1.4.22 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No.13 Tahun 2007

tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok
Lembaga Teknis Daerah;
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LAKIP DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

1.4.23 Peraturan Dacrah Kabupaten Rokan Hilir No.11 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan
Hilir No.13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi,
Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah |
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

1.4.24 Peraturan Bupati No.27 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah
Kabupaten Rokan Hilir.

1.4.25Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

1.4.26 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

1.4.27 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 11);

1.4.28 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025;

1.4.29 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021.

Scanned with CamScanner



LAKIP DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Rokan Hilir tahun 2019 inj menjelaskan pencapaian kinerja selama tahun
2019 sebagai tolak ukur keberhasilan Organisasi. Sistematika penulisannya
adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas, fungsi dan

wewenang, struktur organisasi, landasan hokum dan sistematika

penulisan.

2. Bab Il Perencanaan Kinerja
Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021, visi, misi, tujuan,
sasaran, kebijakan strategis, program dan kegiatan tahun 2019.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bab ini menjelaskanpencapaian kinerja tahun 2019 beserta realisasi
anggaran dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

4. Bab IV Penutup
Bab ini berisi laporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Rokan Hilir dan harapan di tahun berikutnya
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

S T e T

Beradasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan pemerintah nomor 40
tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional
ditetapkan bahwa pimpinan kementrian/lembaga menentukan rencana
strategis (Renstra) K/L setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana strategis Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-2021 disusun mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021
Kabupaten Rokan Hilir.

Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan,
rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir

memuat beberapa hal sebagai berikut:
2.1.1 Visi dan Misi

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Pemerintah
Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam
pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak memiliki peran dalam kerangka pencapaian visi
pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hilir. Sejalan dengan hal

tersebut, Visi Dinas Pengendalian  Penduduk Keluarga Berencana
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir
adalah:

“Terwujudnya Keluarga Kecil berkualitas, Bahagia,Sejahtera,

berwawasan Gender dan Layak Anak di Kabupaten Rokan Hilir”

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut, maka ditetapkan
Misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Mengendalikan tingkat kelahiran

2. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan serta

perlindungan perempuan dan Anak

3. Mewujudkan Kinerja Organisasi yang Baik
2.1.2 Tujuan

Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerjanya

disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini:

10
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